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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan 

Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan dan 

Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, Kabel 

Ties Pengaman Kotak Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon, 

dan Alat Bantu Coblos Tunanetra dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Pangandaran Tahun 2020. 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten 

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363); 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 



Undang-Undang menjadi Undang-Undang  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 33); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan 

Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1286); Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 



tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan 

Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak 

Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan 

Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 957); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-

Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten  Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang 

Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020.  

 

 



 Dalam Keputusan KPU Nomor 92/PP.09.2-Kpt/3218/Kab/X/2020 Tahun 2020   

diatur tentang: 

 Penetapan Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan 

Suara, Tinta, Segel, Sampul, Kabel Ties Pengaman Kotak Suara, Formulir Model C 

Berhologram, Daftar Pasangan Calon, Dan Alat Bantu Coblos Tunanetra dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.; 1. 

Menetapkan Jumlah Kebutuhan Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, 

Sampul, Kabel Ties Pengaman Kotak Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar 

Pasangan Calon, dan Alat Bantu Coblos Tunanetra dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini.; 2. Menetapkan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan 

Suara, Tinta, Segel, Sampul, Kabel Ties Pengaman Kotak Suara, Formulir Model C 

Berhologram, Daftar Pasangan Calon, dan Alat Bantu Coblos Tunanetra dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

Catatan :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Oktober  2020.  

 - Lampiran I 4 Halaman. 

 - Lampiran II 14 Halaman 

    

    

    

    


